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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN 

 SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) 

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan 

Perpustakaan Nasional tentang Petunjuk Operasional 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang   

Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 

2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4966); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 309); 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 519);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI 

KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG 

PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2021. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan 

Subbidang Perpustakaan Daerah yang selanjutnya 

disebut DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah 

adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

bidang pengembangan Perpustakaan yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. 

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi 

atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota 

untuk daerah kota. 

6. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan 

dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai 

Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, 
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Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, 

Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring 

Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 

7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan umum yang 

berkedudukan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ 

kota sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah 

dalam bentuk dinas Perpustakaan. 

8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu 

gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah provinsi. 

9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur 

pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat 

daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota. 

10. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional 

dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para pemustaka. 

11. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi 

Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem 

Informasi KRISNA adalah aplikasi untuk menyusun 

Renja K/L dan informasi kinerja anggaran yang bersifat 

web based yang memuat data perencanaan, 

penganggaran dan informasi kinerja 

Kementerian/Lembaga. 

12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan 

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 

Perpustakaan. 

13. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal 

yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, 

pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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14. Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum adalah 

bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam 

suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di 

atas, atau di dalam tanah dan/atau perairan secara tetap 

yang berfungsi sebagai ruang publik tempat untuk 

melakukan kegiatan layanan Perpustakaan. 

15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya 

disingkat TIK, adalah perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menunjang layanan Perpustakaan. 

16. Bahan Perpustakaan adalah semua informasi dalam 

bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. 

 

Pasal 2 

(1) DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah meliputi:  

a. pembangunan Gedung Fasilitas Layanan 

Perpustakaan Umum; 

b. rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan 

Umum; 

c. pengadaan perabot dan TIK fasilitas layanan 

Perpustakaan umum; dan 

d. pengembangan Bahan Perpustakaan. 

(2) DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Perpustakaan Nasional ini. 

 

BAB II 

PENGUSULAN, PENILAIAN, PENGALOKASIAN DAN 

PENYALURAN 

 

Pasal 3 

(1) Pengusulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah 

disampaikan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan  

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah 

Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 
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